
 
 

RANCANGAN 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANYUWANGI 
 NOMOR …… TAHU N …… 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN   

2025-2045 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANYUWANG!, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 

264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang­ Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. 

 

Mengingat : 1. 
 

2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun  1945; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

  Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi 

  Jawa Timur {Serita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 

  41,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

  Nomor 9)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang­ 

  Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas   Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

  Surabaya (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

  1965 Nomor  19, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

  Indonesia Nomor 2730); 

 3. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang  Sistem 

  Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran 
Negara   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);  4. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2) . 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  BANYUWANGI DAN 
BUPATI BANYUW ANGI 
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MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN    2025-2045 

 
BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten  Banyuwangi; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD 

adalah perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2025 sampai dengan tahun 2045; 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan rnasa depan yang tepat, rnelalui urutan 

pilihan, dengan rnemperhitungkan surnberdaya yang 

tersedia; 

7. Visi  adalah  rumusan  urnum  rnengenai keadaan   

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

8. Misi adalah rurnusan urnurn mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan 

rnisi; 

9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­ 

program indikatif untuk rnewujudkan visi dan misi; 

10. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh 

Pernerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

 
BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 2 

RPJPD  disusun  dengan  sisternatika  sebagai beriku t: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III 

: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI 

DAN MISI DAERAH 

BAB V  : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI 

: PENUTUP 

 
Pasal 3 

Penjabaran lebih lanjut atas RPJPD sebagaimana 

dirnaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
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KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 4 

(1) RPJPD merupakan Penjabaran visi, misi yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan 

program prioritas pembangunan daerah. 

(2) RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

20 (dua puluh) tahunan yang memberikan arah serta 

pedoman bagi Pemerintah Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 5 

RPJPD berfungsi: 

a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah 

Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah 

kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan 

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. 

b. Sebagai pedoman yang dapat dimanfaatkan bagi 

penyelenggara pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat, serta pemangku kepentingan 

pembangunan dalam menentukan arah pembangunan 

daerah. 

 
BAB IV PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan  RPJP Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati 

 
BAB V 

KETENTUAN   PERALIHAN 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen 

perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan 

berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2005-2025, tetap berlaku sampai 

dengan masa perencanaannya selesai. 
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BAB VI 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku pada tanggal  1Januari 2025. 

 
Pasal 9 

Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan daerah ini dengan  penempatan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 
 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 

pada tanggal  

BUPATI BANYUWANGI, 

 
 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 

pada tanggal  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 

 
 

GUNTUR PRIAMBODO 

 


